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ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

ABSTRAK
Irma Vemiliani
Kata kunci: Penerapan, Prinsip Good Governance dan Pelayanan Publik;

Penelitian ini mengambarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Provinsi_Riau:tlatar belakang penelitian ini adalah Bagaimana
penerapan prinsip good: 'governance dalam "pelayanan publik™ khususnya dalam
pelayanan spengurusan’ Surat Rekomendasi . Riset/Prariset” bagi mahasiwa
dilaksanakan. Indikator penilaian dalam penerapan prinsip good governance meliputi
prinsip transaparansi, prinsip Daya tanggap, prinsip efektif dan efesien, dan prinsip
akuntabilitas. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Penggumpulan data dilakukan dengan Observasi,
kuisioner, wawancara dan Dokumentasi. Responden dalam penelitian yaitu Para
pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Riau yang berjumlah 14 orang serta Mahasiwa yang Mengurus Surat Izin sebanyak
30 orang. Data-data dikumpulkan, dibandingkan dan dianalisis dengan analisis
statistik deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penerapan Prinsip Good
Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal da pelayanan
Terapdu Satu Pintu Provinsi Riau sudah berjalan baik dalam hal Transparansi, Daya
Tanggap, Efektif dan efesien,. serta akuntabilitas.



ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE
PRINCIPLES IN PUBLIC SERVICE IN THE INVESTMENT AND
INVESTMENT SERVICE OF THE RIAU PROVINCE DOOR

ABSTRACT
Irma Vemiliani
Keywords: Application, Principles of Good Governance and Public

This research is described in the one-stop Investment and Integrated Services
Office of Riau Province. The background:of this_research is how the application
of the principles of good.gavernance. in public services, especially in the service of
arranging Research / pre research Recommendations for students is carried out.
Assessment indicators in the application of the principles of good governance
include the principles of transparency, the principle of responsiveness, the
principle of effective and efficient, and the principle of accountability. This
research was carried out in the Riau Province One-Stop Services and Integrated
Services. Data collection is done by observation, questionnaire, interview and
documentation. Respondents in the study were employees of the Riau Province
Investment and One-Stop Services in the amount of 14 people-and students who
were managing 30 permits. Data were collected, compared. and analyzed by
descriptive statistical analysis...The results.of the research show that the
application of the principles of good governance in public services at the
Investment Office and the one-stop service in Riau Province has been running
well in terms of transparency, responsiveness, effectiveness-and efficiency, and
accountability.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara«Republik Indonesia (NKRI)wsebagaimana terdapat pada
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alemia keempat yaitu “kemudian dari pada
itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan.seluruh tumpah darah’ Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan™ umum, mencerdasakan kehidupan bangsa damikut melaksanakan
ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”. Darl rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau negara yang ingin
dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan maka pemerintah
diharuskan melakukan kerjasama yang menurut Siagian (2006:2) Administrasi adalah
keseluruhan proses kerjasama-antara dua-orang-manusia atau-lebih yang didasarkan
atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut dan melakukan kerjasama tentunya dilakukan
oleh instansi pemerintahatau organisasi yang.menurut Siagian (2006:6 ) memandang
organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja
bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah
ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut
atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Dari pengertian

diatas menunjukan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandagan yaitu: 1).
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Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan administrasi dijalankan; 2). Organisasi

sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan

formal.

kemampuan a C atan manajerial untuk
memperole atu ha ; : A pe ': 3 alui kegiatan-kegiatan

orang lain.

mengelola urusan pemerintah dibidang tertentu. Penyelenggaraan pelayanan publik
kepada pengguna jasa layanan atau masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan

publik yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.



Dalam melaksanakan Pelayanan Publik perlu adanya penerapan Good
governance.Good governance, yaitu penyelengaraan pemerintah yang baik yang
mempunyai tujuan utama memberikan pelayanan yang lebih baik atau prima kepada
masyarakat (exellent services for. civil societ)yang sama dengan istilah administrasi
dan manajemen Yaitu penyelengaraan tata organisasi yang baik.Good Governance
tampil sebagal upaya untuk-mmemuaskan spublik atas Kkinerja birokrasi yang
sesungguhnya. Konsep~ Good governance muncul dikarenakan kurang efektifnya
kinerja aparatur pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan
publik.

Good Governance diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang
buruk dimata.-masyarakat. Beberapa masalah pelayanan publik adalah seperti
maraknya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disetiap instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah, birokrasi yang lamban danberbelit-belit, pegawai pemerintah
yang tidak ramah, tertutupnya informasi kepada masyarakat, pemborosan anggaran
pada hal-hal Yyang tidak mendukung keseahteraan = rakyat, ketidakbebasan
mengeluarkan pendapat; Kritikan maupun saran, serta.masalah diskriminasi pelayanan
yang sering melihat suku, agama, jabatan, status sosial masyarakat serta hubungan
kekeluargaan.

Masalah-masalah diatas tentunya menyebabkan dan menimbulkan kekecewaan
pada masyarakat, dan hilangnya kepercayaan pada pemerintah. Maka dari itu untuk
mengahadapi masalah diatas pemerintah berupaya memperbaiki citra pelayanan

publik, good governance diharapakan bisa memperbaiki penyakit pemerintah dalam



melayani masyarakat. Menurut UNDP (dalam sedarmayanti, 2012:7-8) prinsip yang
harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelengaraan pemerintahan yang
baik meliputi: Participation, Rule Of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus
Orientation, Equity,Effectiveness.and efficiency; Accountability, Visi strategis,

Melalui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas dan
pelayanan publik diharapkan .segala’ pelaksanaan tugas dan pelayanan publik bisa
lebih maksimal lagi dan bisa mendapat tangapan positif dari masyarakat sehingga
masyarakat puas dan percaya kepada pemerintah. Penerapan prinsip good governance
yang telah dijelaskan diatas akan mebuat pelayanan publik semakin baik apabila
dilaksanakan secara sistematis dan menerapkan masing-masing prinsip good
governance sesuai dengan kegunaanya.

Kebijakan Pemendagri No. 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelengaraan
pelayanan terpadu satu pintu, dipertegas lagi _dengan Perpres No. 97 Tahun 2014
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dimana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan = melalui..satu pintu. PTSP bertujuan untuk
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek
proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti, dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang

lebih luas kepada masyarakat. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan
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perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

Dalam upaya merespon amanah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan

Prinsip-prinsip Good Governance seharusnya sudah diketahui dan diterapkan
oleh semua instansi pemerintahan di Indonesia, baik dipusat maupun didaerah.
Karena i tu DPMPTSP Provinsi Riau Sebagai Dinas yang berusaha memperbaiki citra

pelayanan publik dimata masyarakat mau tidak mau harus menerapkan Prinsip Good
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Governance. Dalam penyelengaraannya DPMPTSP Provinsi Riau memiliki maksud

dan tujuan yaitu untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non

perizinan kepada masyakat sesuai dengan prinsip good governance ( Profil

pdal dan Pelayanan

Terpadu S perizinan dan non

perizinan .

Tabel 1.1 R Bulan Januari S/D
Desember 201 Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau.

1 | Perizinan  Penanaman| = . . 3 -

modal

2 Perizinan kehutanan - -

Perizinan perkebunan - 16
4 | Perizinan pertanian dan 356 6
perternakan
5 | Perizinan perikanan dan 5 -
kelautan

6 | Perizinan energi dan
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sumberdaya mineral

7 | Perizinan lingkungan - -
hidup
8 | Perizinan kesehatan 1 147

9 | Perizinan pendidi

* aglreeee Dy

4

:

Fg‘

11 | Perizinan ter
_ c—

12 gan c ST P

EEN

'_\

N
|

)

penanaman modal, kehutana i perternakan, perikanan dan kelautan,
energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan,
perindustrian dan perdaganagan, tenaga Kkerja, perhubungan, komunikasi dan
informatika, bina marga, cipta karya, koperasi dan UKM, sosial, kesatuan bangsa dan

politik.



Pada bidang Kesatuan bangsa dan politik non perizinan yaitu pada bagian
rekomendasi penelitian terdapat 10.134 jumlah permohonan. Hal ini menunjukan
bahwa rekomendasi penelitian untuk riset dan pra riset merupakan perizinan yang
terbanyak yang .dikeluarkan-dan dilayani..eleh Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas penanaman modal -dan’ pelayanan .terpadu satu pintu menyediakan
pelayanan online yang berbasis OSS yang mana kita ‘dimudahkan dalam mengurus
surat izin tanpa harus datang ke dinas terkait dengan waktu 3 hari kerja bisa
langsung mendpatkan surat riset. Adapun Persyaratannya yaitu :

Mahasiswa

1. Surat permohonan dari lembaga perguruan tinggi bertanda tangan asli yang
ditupukan kepada : kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu provinsi riau
Foto copy ktp/kartu mahasiswa pemohon proposal
3. Melampirkan surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Melampirkan foto eopy proposal 1 rangkap (bagi pengurusan riset)

no

Lembaga

1. Surat permohonan dari lembaga perguruan tinggi bertanda tangan asli yang
ditujukan kepada : kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu provinsi riau

Foto copy ktp/sim pemohon

Proposal

4. Bagi ormas yang berbadan “hukum. dinyatakan telah terdaftar dibuktikan
dengan sk badan hukum-yang diterbitkan oleh kementrian hukum dan ham
(UU.NO.17 TAHUN 2013)

5. Organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum pendaftarannya
kepada menteri dakan negeri cq.dirjen kesbangpol atau kepada pemerintah
daerah yang diterbitkan dengan skt (surat keterangan terdaftar ) (UU.NO.17
TAHUN 2013)

6. Bagi organisasi/lembaga asing mesti mendapat izin prinsip dari kementrian
luar negeri dan menyertai fotocopy paspor

wn



7. Untuk peneliti badan usaha,organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba
lainnya,melampirkan  foto copy akta notaris pendirian badan
usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

8. Melampirkan surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alur perizinan':

Jika syarat diatas sudah lengkap maka akan diproses dengan waktu paling lama 3
hari kerja. Jika izin dilakukan secara online maka prosedurnya sebagai berikut:
Lakukan proses login dengan mengakses secara lengkap
website: http:/perizinan:dpmptsp.riau.go.id/riset

1. Masukkan username dan password (yang diberikan oleh admin kampus).
Setelah berhasil login, maka akan muncul halaman Isi Data,

Pilih Isi Data
Maka akan muncul halaman pengisian Daftar Permohonan.
Selanjutnya, anda harus mengunggah (upload) berkas kelengkapan dengan

cara Klik tanda .

Upload semua file berkas yang dipersyaratkan ke dalam sistem.

Selanjutnya, ikuti tahapan pengisian detail permohonan dengan klik tanda « .
Kemudian akan muncul halaman isi detail data permohonan

Ikuti panduan pengisian pada tiap form-nya. Anda diwajibkan mengisi
halaman-ini secara lengkap dan benar. Setelah semua terisi dengan baik dan
benar, maka klik menu Kirim.

SARES N

©ooNe

Setelah pemohon melakukan input data permohonan rekomendasi penelitian,
maka admin analis atau petugas .dari DPMPTSP = Provinsi Riau akan
melakukan verifikasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Riau“menghimbau kepada pemohon untuk melakukan
pengecekan pada sistem secara berkala karena jika data yang input ke dalam sistem
telah lengkap dan benar, maka surat rekomendasi penelitian akan diterbitkan sesuali
dengan prosedur. Pemohon dapat melakukan login kembali untuk checking apakah

rekomendasi yang diajukan telah terbit. Rekomendasi penelitian yang telah terbit


http://perizinan.dpmptsp.riau.go.id/riset

akan ditandai dengan munculnya tanda &= pada halaman website pemohon,
selanjutnya pemohon dapat mengunduh (download) file PDF dan mecetak dokumen
rekomendasi yang telah ditanda tangani secara Elektronik.

Tabel 1.2 Keluhan Mahasiswa Dalam Pelayanan Surat Riset

No | Tanggal Nama Pengaduan

1 03/01//19 | Jusman Tidak bisa loggin OSS (Online Single
Submission)

2 23/01/19 | Rizal Muhtadi Assalamualikum, selamat pagi Bapak &
Ibu. Mohon segera ditindak lanjuti surat
riset saya atas nama Rizal Muhtadi karena
sudah hamper 1 bulan tidak mendapat
balasan.

3 11/07/18 | Sabrina Kepada Yth bapak /ibu dengan datangnya
surat ini saya meminta kejelasan dengan
permohonan surat riset yang saya kirimkan
pada tanggal 31..oktober 2018. Karena
sudah 1 minggu lebih saya kirimkan belum
mendapat balasan ataupun respon dari
bapak ibu. Apakah dokumen yang saya
kirimkan ada yang salah? Atas perhatianya
saya ucapakan termakasih.

4. | 21/02/19 | Indah Irmarita Assalamualaikum bapak/ibu, maaf saya
Ingin *“bertanya surat izin saya sudah
seminggu tapi belum ada tanda printnya.
Apakah ada kesalahan pengisian ? mohon
bantuanya.

5. 121/02/19 | LisaDila Kaisara | Assalamualaikum pak/bu saya mau
bertanya, surat izin riset saya kenapa belum
ada tanda printnya? Apakah ada kesalahan
dalam pengisian data?

6 21/02/19 | Rady Ass, pak kok surat riset saya belum ada
tanda printnya? Mohon tanggapanya.

7. | 23/02/19 | Andrian Fatwa Assalamualaikum, bapak atau ibu tadi saya
sudah upload file tapi kok filenya tidak
ada? Mohon kejelasan.

8. |28/03/19 | Sonya Noveli Assalamualaikum, pak apakah ada
kesahalan memasukan data saya? Kok surat
rekomendasi saya gak bias dicetak juga
sudah lewat dari SOP.
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9. | 03/05/19 | Darusalam Pak surat riset saya kok belum diverifikasi?
Jika ada kesalahan mohon penjelasanya
pak. Penting

10. | 03/05/19 pak/bu, saya sudah

menupload aya 3 hari yang lalu

“\ww* e e

pak buk

~Sumber: Web: oy : adu satu pintu

provinsi

mengenai f 2layana : elaskan diatas tidak
seperti pads
proses verifikas } asiSW dengan alur yang di

sediakan ka

a sehingga mahasiswa harus

dijendela pengaduan . @ respon
U
kembali mengecek kekampus da an hal ini lagi kepada pihak fakultas. Ini

memberikan gambaran bahwa masih belum efektif dan efesien nya dalam pelayanan

rekomendasi online.
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Dari hasil observasi awal dan pengamatan yang dilakukan terhadap
penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Riau ditemukan beberapa kendala dalam pelayanannya yaitu:

melakukan penelitian lebih lanjut sehingga menetapkan judul penelitian sebagai
berikut: “ Analisis Penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau”
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B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.

Lo

N

a) unt ¢ alisi apan Prins ance dalam pelayanan
satu Pintu Provinsi

ahasiswa)

prinsip good governance

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan khususnya bagi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penerapan Prinsip

Good Governance.
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C.

Secara akademis, dapat menjadikan salah satu bahan referensi bagi mahasiswa

lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

engertian administrasi
sebagai art ' merup. ‘ ia ( “ rat menyurat, dan
a yang dilakukan
oleh bebera 10 Y K¢ a raiong k mencapai tujuan
yang telah dite

Menurut : atan kelompok kerja sama

pemerintah maupun swasta, ba aupun militer, baik dalam ukuran besar
maupun kecil (dalam Syafiie, 2003:4).
Menurut Atmosudirjo Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu

perwujudan tertentu didalam mayarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan

dengan organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam



masyarakat ia harus mencarai terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup,
disitu terdapat administrasi (dalam Syafiie, 2003:4).

Menurut Gulick administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa
yang hendak dikerjakan dengan. tercapainya-tujuan-tujuan. yang telah ditetapkan
(dalam Syafiie, 2003:4).

Menurut Gie Administrasi-adalah segenab rangkaian kegiatan penataan terhadap
pekerjaan pokok yang dilakuka oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai
tujuan tertentu (dalam Syafiie, 2003:5). Menurut Sondang P..Siagian administrasi
adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil
dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih
untuk mencapaitujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafiie, 2003:5).

Kemudian menurut Nawal administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
sebagai proses pengendalian-usaha kerja sama_sekelompok manusia untuk mencapai
tujuan bersama yang telah ditetepkan sebelumnya (dalam Syafiie, 2003:5). Dan
Menurut Andry (2015:10) administrasi adalah keseluruhan proes kerjasama antara
dua oag manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai
ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari semua definisi diatas memperlihatkan kerjasama manusia sebagai objek atau
lokus administrasi, sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan administrasi
adalah proses dan pelaksanaan kerja sama antar manusia yang didasarkan rasionalitas

dengan pembagian kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan yang
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telah ditentukan. Administrasi yang umumnya dilakukan dalam sebuah kelompok

orang biasanya disebut organisasi.

Selain penegrtian diatas menurut Siagian (2006:6), hakikatnya organisasi itu dilihat

dari dua sudut pandang.Pertama , organisasi dipandang sebagai “wadah” dan
organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai

wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan
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manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka

organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Jadi dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan, organisasi sebaiknya membangun

suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut:
1) Encylopedia of the social science, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu

tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
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2) Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan
orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai
tujuan.

Georgy R.

Aldag dan Stearn

perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan staf, kepemimpinanan dan
pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan

tertentu (dalam Priansa, 2013:29).



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Manajemen suatu kolektivitas yang merupakan suatu kumpulan dari orang-orang
yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.Kolektivitas atau kumpulan orang-

orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang-orang Yyang

itas manajemen
itu koordinasi,

apai tujuan yang

negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang
disedikan oleh penyelengara pelayanan publik.
Pelayanan publik menurut Roth adalah sebagai layanan yang tersedia untuk

masyarakat, baik secara umum atau secara khusus (dalam Cahyadi 2016:482).
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Menurut Kurniawan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani)
keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (dalam Cahyadi

meskipun has erika : : sik (dalam Rosyada
2016:106). Me y Na blik adalah segala
bentuk kegiata yana :L :— 1 ole stansi pemerintahpusat,

didaerah da an B al : : a baik dalam rangka

Dari uraian diatas maka pelayanaan dapat diartikan sebagai aktivitas yang
diberikan untuk membantau, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau
jasa dari satu pihak ke pihak lain.Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan

publik yang telah diuraikan ditas, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik
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dapat disimpukan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau
masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi

itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk

pelayanan puk enge : dapat 3 unsur penting

dalam  pela
pemberi(Penyelengara) pele 'yaitu pemer eme daerah, unsur daerah,
adalah pene au organisasi yang

berkepentin dan/atau diterima

sebenarnya merupaka ggara sebagai pelayanan

masyarakat.

5. Konsep Good Governance
Menurut Ganie (2000;142) Good Governance adalah mekanisme pengelolaan

sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector Negara dan non

Negara dalam suatu usaha kolektif.



Menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (2002) Good Governance
merupakan suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan
bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan
tersebut mencangkup pembentukan seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga
dimana_warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan
mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjabatani perbedaan-
perbedaan diantara mereka. (dalam Tomuka: 2013:4).

Menurut Imaan (2002) Good Governance diartikan sebagai cara kekuasaan
negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi
pembangunan masyarakat (dalam Shinta Tomuka 2013:4).

Sedangkan-good governance menurut Thoha (2006) Tata kepemerintahan yang
baik atau yang sering disebut dengan Good governance merupakan suatu konsep
yang akhir-akhir ini dipergunakan secara Reguler dalam ilmu-politik dan administrasi
publik. Konsep ini hadir sejalan dengan konsep—konsep dan terminologi demokrasi,
masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat
yang berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lain, konsep governance ini lebih
dekat dipergunakan dalam reformasi sektor.publik. Di dalam disiplin atau propesi
manajemen publik konsep ini dipandang dari suatu aspek dalam paradigma baru ilmu
administrasi publik. Paradigma baru ini menekan pada peranan manajer publik agar
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong
meningkatkan otonomi manejerial, terutama mengurangi campur tangan control yang

dilakukan pemerintah pusat, transparansi, kesetaraan tanpa diskriminasi akuntabilitas
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publik, dan menciptakan pengelolaan manejerial yang bebas korupsi (dalam Rosyada,
2016:104).

UNDP mendefinisikan Good Governance sebagai hubungan yang sinergis dan

kebebasan.berasosia “berbicars “berpa ec Good Governance

sebagai elengars dan betanggung jawab, serta

efesiensi

diantara ‘ gara, sek 0t asyarakat. Lembaga
2) . Ke dandilaksankan tanpa pandang bulu,
3) Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima

oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat

dimonitor.
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4) Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba melayani
setiap stakeholders.

5) Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang

6)

7) i : . d embaga menghasilkan

yang dibuat, apa : an internal atau eksternal
organisasi.

9) Strategic Vision. 3 empunyai perspektif good

dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
Dari pemaparan mengenai definisi good governance dapat diambil kesimpulan
bahwa good governance adalah penyelengaraan pemerintahan dengan menggunakan

prinsip-prinsip keterbukaan, pertanggng jawaban dan adil yang mana diterapkan pada
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tiga sektor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk terciptanya kondisi lingkungan

yang lebih baik.

suatu cara a Je ¢ Ng ¢ japlik ; ata penerapan adalah

bisa berarti pe aian s au 2 atau system (dalam

aturan hukum, daya tangkap dan akuntabilitas (dalam Ayu Rosyada, 2016:105-106)
Penerapan prinsip good governance adalah proses kegiatan administrasi dalam
suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang

ada dengan melibatkan para aparatur pemerintahan sebagai pelaksana roda



pemerintahan melalui rumusnya yaitu melalui prinsip-prinsip  partisipasi,
aturanhukum, transparansi, daya tanggap, konsensus orientasi, persamaan hak, efektif
dan efisien, akuntabilitas, dan visi kedepan (dalam Noor Khalifah, 2016:4141-4142)

Kinerja aparatur pemerintah.adalah hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang
merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai
dari hasil kerja dalam melaksanakan, tugas yang dibebankan kepadanya yang telah
bekerja dibandingkan dengan target yang telah di tentukan.

Moenir (2006) Pengimplementasian good governance dapat terwujud apabila
aparatur pemerintah dan institusi public secara keseluruhan dapat bersikap terbuka
terhadap ide dan gagasan baru serta responsive terhadap kepentingan masyarakat.
Dapat diartikan.bahwa implementasi good governance merupakan pelaksanaan cara
berpemerintahan yang baik yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, transparansi,
penegakan hukum, responsive, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas
yang baik oleh pemerintah maupun diluar pemerintah untuk mewujudkan pelayanan
publik seperti yang diharapkan: Secara singkat:dapat dinyatakan bahwa kepentingan
umum adalah himpunan dari kepentingan pribadi yang telah disublimasikan, dan
tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta aturan yang berlaku. Apabila
kepentingan pribadi. dan sekelompok orang sama, kemudian disatukan maka
kepentingan itu beralih® menjadi kepentingan. kelompok, dan selanjutnya jika
kelompok itu makin besar-kepentingannya.berubah menjadi kepentingan umum
(Rosyada 2016:106)

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
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Riau”. Maka penulis menjelaskan dalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian tentang penerapan Good Governance
pada Dinas Penanam erpadu Satu Pintu Provinsi

peneliti pada bab sebelumnya, dan
diperjelas pada rumusan masalah, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
diduga masih banyaknya pengaduan yang mengakibatkan kurang maksimalnya

pelayanan izin rekomendasi penelitain bagi mahasiswa di dinas penanamaan modal
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dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi riau yang ditentukan dengan indikator:

Transparansi Daya Tanggap Efektif dan efesien Akuntabilitas

pengarahan, dan pengendalia

4. Pelayanan Publik adalah pemberian layanan atau melayanikeperluan orang atau
masyarkat dan atau organsasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

ditetapkan.
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10.

Good Governance yaitu penyelengaraan pemerintah yang baik yang mempunyai
tujuan utama memberikan pelayanan yang lebih baik atau prima kepada

masyarakat (exellent services for civil societ) yang sama dengan istilah

W&M@q%flﬁf sumber daya yang

i
ha gf ela bda pemerintahan

dan kewajiban

a terbuka sehingga

yang digunakan untuk menyelesaikan suatu bentuk pelayanan publik.
Akuntabilitas yaitu instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai
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dengan tugas pokok dan fungsinya, demikian halnya dengan kebijakan, program,

dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan.

prinsip good

dan pelayanan

Tabel 11.1
dalam pelz
Satu Pintu

ood Governance
ayanan Terpadu

Skala
Menurut Baik
(2000;142)
Governance adala Cukup
mekanisme Baik
pengelolaan dan
sumber Kurang
ekonomi dan socia Baik
yang  melibatkan
pengaruh  sector
Negara dan non pelayanan perizinan.
Negara dalam . Adanya kemudahan
suatu usaha bagi masyarakat
kolektif. untuk  memperoleh
informasi yang valid,
akurat dan memadai.
Daya 1. Adanya interkasi | Baik
Tanggap komunikasi  yang
terjalin antara | Cukup
pegawai/petugas. Baik
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2. Adanya pelayanan | Kurang
dalam merespon | Baik
keluhan dari
pengguna jasa
layanan perizinan.

enggunaan keluhan
: Skala
-~
[ 4 = Baik
’ | Cukup
’ Baik
’ Kurang
’ Baik
’ Baik
[
’ Cukup
' Baik
' Kurang
‘ Baik

ketercapaian target
dalam pelayanan.

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini akan dilkaukan pengukuran terhadap variabel penelitian

Penerapan Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik (studi Tentang
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Rekomendasi Izin penelitian mahasiswa) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan pengukuran terhadap indikator variabel

penelitian. Adapun pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengunakan

N
-

| |

=

Provinsi Riau 34%-66%
Kurang Baik :Apabila penilaian terhadap Penerapan Prinsip Good
Governance dalam pelayanan Publik (studi Tentang

Rekomendasi Izin penelitian mahasiswa) di Dinas
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Provinsi Riau 1%-33%

Sedangkan pengukuran indikator Penerapan Prinsip Good Governance adalah

indikator Daya

berada pada rentang nilai 1%-33%

3. Efektif dan Efesien
Baik . Apabila penilaian terhadap indikator Efektif danEfesien

berada pada rentang nilai 67%-100%
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Cukup Baik . apabila penilaia terhadap indikator Efektif dan
Efesien berada pada rentang niali 34%-66%

Kurang Baik . apabila penilaian terhadap indikator Efektif dan

ang nilai 1%-33%
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian inivadalah tipe survey deskriptif yaitu menurut Sugiyono

lilakukan dengan

Si, sehingga akan

pengambilan data secara sta gga dapat dilakukan perhitungan dan
interprestasi yang disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel dan pengujian

hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian yang aktual.

B. Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian melakukan penelitian
terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari

objek vyang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang

)7:132) menentukan cara

M‘n‘“ .90 substantif dan

purposive), yang
atu Pintu Provinsi
edung Menara Lancang

ra lain:

C. Populasi dan sampel
1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.



2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang-dimiliki oleh,populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi
juga harus representative (mewakili)..Secara umum, untuk penelitian korelasional
jumlah sampel minimal untuk, memperaleh hasil yang baik adalah 30, sedangkan
dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum adalah 15 dari masing-masing
kelompok dan untuk penelitian survey jumlah ampel minimal adalah 100. Roscoe
(1975) dikutip. dalam Uma Sakaran(2006) memberikan acuan umum untuk
menentukan ukuran sampel. Yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500
adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, dan jika sampel. dipecahkan kedalam
subsampel ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori adalaah tepat. Dari
sampel penelitian diambil dari kepala Dinas, Subbagian kepegawaian dan umum,
seksi pengaduan informasi dan layanan, serta mahasiwa yang mengurus izin.
Tabel 111.1 :Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Penerapan

Prinsip. Good Governance dalam pelayanan Publik di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Riau.
No Keterangan Populasi | Sampel | Persentase
(%)
1 | Subbagian  kepegawaian  dan 1 1 100%
umum 100%
2 Pegawal bagian pelayanan 14 14 100%
3 Mahasiswa yang mengurus lzin | 10.134 30 0,0030%
Riset dan non riset

Jumlah 10.149 45 0.0045%

Sumber :modifikasi penulis, Tahun 2019
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D. Teknik penarikan sampel

l.
D)
o
=
>
7
5]
2
)
5
o
=
=
c
°

“«g\ﬁ\‘ﬁ\

dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. data
ini merupakan data yang sudah diolah oleh badan-badan tertentu. Data yang
dipergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah
sebagai berikut:

1.  Data tentang keadaan geografis

2. Data tentang keadaan penduduk
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3. Data tentang keadaan ekonomi
4. Dan data lainnya

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan, data yang dipergunaka am penelitian ini dilakukan

dengan Penerapan

Dinas Penanaman

diteliti seperti permasala apan Prinsip Good Governace dalam
Pelayanan Publik. Teknik interview digunakan pada penelitian ini untuk
mengetahui secara langsung bagaimana penerapan prinsip Good Governance

dalam Pelayanan Publik di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu Provinsi Riau.
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3. Kuisioner
Dalam teknik ini telah disiapkan pertanyaan secara tertulis beserta alternantif

jawabanya sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah

telah

oto dan rekaman.
G. Teknik

teknik 3 ata yang gunakan ole s dalah metode statistik

digunakan L : ara endeskripsikan  atau

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data
dengan mendeskripsikan atau mengambarkan data yang terkumpul secara
menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obejk
penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan

kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan yang



berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan atas cara
ilmiah.
H. Jadwal kegiatan penelitian

Jadwal penelitian kegiatan. _tentang .Analisis Pelayanan Prima di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riaudimulai pada
bulan september 2018 Seperti rincian sebagai berikut :

Tabel 11,2+ Tabel jadwal Kegiatan ‘Penelitian Tentang Analisis Penerapan
Prinsip Good Governnace dalam Pelayanan Publik.di Dinas PenanamanModal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

No Jenis Bulan dan minggutahun 2018-2019

kegiatan | Septemb | Desembe | Januari Maret April
er r
11213{4|1]2]3 2| 3 213|4

1 Penyusun
an UP

2 Seminar
UP

3 Perbaikan
up

4 Revisi
kuisioner

5 Rekomen
dasi
survey

6 Survay
lapangan

7 Analisis
data

8 Penyusun
an laporan
hasil
penelitian
(skripsi)

9 Konsultas
irevisi
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skripsi

10

Ujian
konfrehen
sif

Revisi
skripsi




un ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan Kota terbesar.di Provinsi Riau, Indonesia.

, serta dua
pelabuhan a ite 5 u. Saat ini Kota
Pekanbaru seda arken g pes? el ang multi etnik,
keberagama 2l ] entin: ‘ limanfaatkan bagi

Kota ini dibelah oleh Sunga engalir dari barat ke timur dan berada
pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk
dalam iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C hingga 35.6
Cdan suhu minimum antara 20.2° C hingga 23.0C. Sebelum tahun 1960 pekanbaru

hanyalah kota dengan luas 16 Km? yang kemudian bertambah menjadi 62.96 Km?
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dengan dua kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan
limapuluh.selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan dan tahun 1988 menjadi

8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50Km?. Setelah pemerintah daerah Kampar

provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil
besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota.
Namun sejak tahun 2012 hegomoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya

Provinsi Kepulauan Riau dan Pemekaran Provinsi Riau.
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Masyarakat Jawa awalnya banyak didatngkan sebagai petani pada masa
pendudukan tentara jepang, sebagaian mereka juga sekaligus sebagai pekerja

Romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok

2008 tentang Pe an Daerah N ':' Nta anisasi dan tata kerja
inspektorat, B

menjadi Perz
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“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing
menuju Riau sebagai daerah tujuan investasi”.
Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

1.  Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif



2.

3.

Meningkatkan daya tarik penanam modal

Mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu yang prima

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Riau

1.

Perumusan  kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal,
Bidang Pengendalian_Pelaksanaaan dan,Pengolahan Data Penanaman Modal,
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan® Non perizinanB, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan C, dan Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, = Bidang - Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal,
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal,
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan B, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan C, dan Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal,
Bidang Pengendalian-Pelaksanaaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal,
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non  perizinan B, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan C, dan Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Pelaksanaan  administrasi pada - Sekretariat, Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal,
Bidang Pengendalian Pelaksanaaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal,
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan.Perizinan dan Non perizinan A, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan B, Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan C, dan Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Riau



Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai fungsi:

1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada
masyarakat dengan cepat, Efisien, Responsif, Integritas, Akuntabel (CERIA)
sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Menyajikan keterbukaan informasi kepada.pemohon tentang pengaturan,
prosedur, dan mekanisme. pelayanan.perizinan dan Non perizinan yang
diselenggarakan;

3. Mengatur dan memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur
terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
Non perizinan.

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, tugas dan fungsi masing-masing
unit kerja pada‘Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Riau adalah:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah  dan Tugas Pembantuan yang: ditugaskan kepada Daerah
provinsi pada bidang Penanaman Modal. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyelenggarakan  fungsi  perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretaris



Sekretariat mempunyai tugasmelakukan pelayanan administrasi, koordinasi,
fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program,  Subbagian
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian
Kepegawaian dan-Umum pada.Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan program Kerja;dan  rencana oeperasional pada Sekretariat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Penyelenggaraan koordinasi, pelayanan dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
dilingkungan Sekretariat;

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainyang diberikan pimpinan

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan C
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan.Non perizinan C mempunyai
tugas memberikan pelayanan perizinan dan nenperizinan di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Statistik,
Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan



Perizinan dan Non perizinan C mempunyai fungsi:

1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan C;

2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
memimpin,.pelaporan, mengadmistrasikan pelayanan;. menerbitkan perizinan
dan non perizinan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Tenaga Kerjadan
Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil,
PengendalianPendudukdanKeluargaBerencana;

3) Melaksanakan, merencanakan, 'mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, mengadmistrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan
dan ‘non perizinan dibidang Perhubungan, Statistik, ~Perpustakaan dan
Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;

4) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, mengadmistrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan
dan non perizinan dibidang Pekerjaan Umum_dan Penataan Ruang, Sosial,
Umum, dan Kebudayaan;

5) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, susunan organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,t erdiridari:

1. Kepala Dinas

2.  Sekretariat, terdiri atas:
1) Subbagian Perencanaan Program;
2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah;dan
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiriatas:

1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal,
2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
3) Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.



4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiriatas:
1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaaan dan Pengelahan Data Penanaman Modal,
terdiriatas:
1) Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
2) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;dan
3) Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A,
terdiriatas:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/l;
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/ll; dan
3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, terdiri
atas:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I;
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/ll;dan
3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III.

8. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, terdiri
atas:
1) Seksi Pelayanan Perizinan'dan Nenperizinan C/I;
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/Il; dan
3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I11.

9. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas:
1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan.Layanan.

Sumber Daya Manusia
Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017 dapat dilihat ke Tabel V.1 s/d Tabel V.3

sebagai berikut:
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Tabel 1V.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan
Golongan

No

Golongan

Jumlah (orang) Persentase

s

13,01

|

|V
«»

17,07

50.40

8.13

23,58

0.82

0

Jumlah

123 100

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Riau, 2017

Tabel 1V.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Eselon

No.

Eselon

Jumlah

1.

2A

1




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

Gambar 1.2. Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Tahun
2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Bagian
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‘Gambar 1.3. Grafik Jumilah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2017
Berdasarkan Jumlah Eselon
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

Dalam pelaksana enelitian yang mengangkat judul tentnag Analisis Penerpan

Prinsip Goag N b : nanaman modal dan

melayani pembuatan izin a riset di dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu provinsi riau tabelnya bias dilihat sebagai berikut.

Table V.1 Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat pendidikan Jumah Persentase (%)
1. SMP - -
2. SMA 2 14,28%
3. SARJANA 13 86,66%




| JUMLAH | 15 | 100% |
Sumber:Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pegawai di Dinas

Penanaman Mod Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau yang berstatus

~
o)
-
=
> 2.
=
= E sponden juga akan
n’g‘ =
<
B = dentitas responden
= g
C s
B »
< &
e — sentase (%)
—-
-
E’“ f 17,77%
7 _‘5" 11,11%
— 100%
w =
—
g =
o ingkat umur responden rata-
§ rata adalah 20-29 tahun h sponden yang di gunakan adalah
=

mahasiswa yang mengurus surat Izin Rekomendasi Riset/prariset, dan para pegawai

usia 30-40 tahun berjumlah 8 orang dan lebih dari 40> berjumlah 5 orang.

3. Jenis Kelamin
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Sebagai data pelengkap penelitian ini dapat dilihat jenis kelamin responden yang
tidk memengaruhi hasil penelitian namun sebagai pelengkap identitas Responden.

Table V.3 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin

ak isebanyak 17

orang dan - ere k 2 C elamin ini diambil

penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Penyelengaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan
seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun

dilingkungan masyarakat. Penyelengaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah
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yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik (good Governance)

dicirikan dengan terselengaranya pelayanan public yang baik, hal ini sejalan dengan

antara lai julian d ke pimpinan, pimpinan
manajerial ata egah, dan bawa : elengara pemerintahan
lainya unt ) a-5a -_'1;'_ daerah. Selain itu,
kurangnya komit : : _ 3 egi dan kebijakan

meningkatka

publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen
pemerintahan, mengubah sikap mental, perilaku aparat penyelengara pelayanan serta
membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya untuk
memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

a. Transparansi (Keterbukaan)
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Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness)
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi

sung dapat diterima oleh

| “

h}\ .A“ "
‘
T ¢

Total

30

30

30

masyarakat ~ penggt
layanan perizinan.
Jumlah 34 44 12 90

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator pertama tentang
keterbukaan instansi dalam memberikan informasi mengenai prosedur, syarat, waktu

penyelesaian dan biaya yang diperlukan dalam mengurus izin ditanggapi baik
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sebanyak 15 orang alasannya karena pelayanannya sudah bersifat terbuka dan

gampang diakses. Ditanggapi cukup baik sebanyak 15 orang alasannya karena

prosedur yang ditampilkan dirasa mahasiwa terlau rumit dan berbelit-belit. Kurang

14 orang alasannya karena meskipun sudah melapor namun kadang tanggapan tidak
cepat direspon oleh pegawai. Dan di tanggapi kurang baik sebanyak 9 orang dengan
alasan karena tidak adanya kejelasan dalam waktu yang lama dalam pelayanan

mengenai masalah yang dihadapi.
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No

1.
ol
@

, - '

Skor tertinggi = skor ter
=3x3x30
=270

Jadi 202/270 x 100%-= 74,81%

Total

75

69

58

202

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden mahasiswa mengenai Prinsip

Transparansi dalam pelayanan Publik studi pada Pengurusan surat Izin Rekomendasi
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Riset Mahasiwa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Provinsi Riau adalah sebesar 74,81% dan dalam rentang Kategori Baik.

Total

1. 14
2. 14
3. 14

42

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator pertama tentang
keterbukaan instansi dalam memberikan informasi, mengenai prosedur, syarat, waktu
penyelesaian dan biaya yang diperlukan dalam mengurus izin ditanggapi baik

sebanyak 10 orang alasanya karena semua sudah dirasa baik dalam hal memberikan



informasi kepada mahasiswa. Cukup baik sebanyak 3 orang alasannya karena masih
adanya keterlambatan peneyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP dan hal
ini diperjelas dengan ditanggapi kurang baik sebanyak 1 orang.

Indikator kedua tentang bertambanya.wawasan dan-pengetahuan mahasiswa
mengenai penyelengaraan pelayanan perizinan ditanggapi baik sebanyak 3 orang
dengan alasan bahwa mahasiswa ' sudah mpaham dengan pelayanan perizinan.
Ditanggapi cukup baik sebanyak 8 orang dengan alasan masih adanya beberapa
informasi yang tidak dapat di tampilkan melalui media perantara. Dan tidak baik
ditanggapi sebanyak 3 orang karena hanya menajankan sesuai visi misi atau SOP
tanpa mengedepankan nilai-nilai transparansi itu sendiri.

Indikator ketiga tentang adanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi yang valid, akurat dan memadai serta tersedianya prosedur pengaduan
apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat pengguna jasa layanan perizinan
ditanggapi baik sebanyak 2 orang dengan alasan karena sudah disediakan ruang
pengaduan online maupun manual sehingga pengaduan mengenai masalah dapat
ditanyakan secara langsung. Cukup baik sebanyak.9 orang dengan alasan karena
jawaban mengenai keluhan kadang dijawab.agak lama butuh waktu beberapa hari dan
hal ini dipertegas dengan di tanggapinya kurang baik sebanyak 3 orang meskipun
memiliki layanan pengaduan instansi dinilai masih lambat dalam meespon atau
menanggapi pengaduan.

Tabel V.7 Analisis Jawaban Responden Pegawai Pada Prinsip Transparansi
No Transparansi Tolak Ukur Total
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B(3) C(2) K(1)
1. | Keterbukaan instansi dalam | 30 6 1 37
memberikan informasi,
mengenai  prosedur,  syarat,
waktu peny: ian dan biaya
yang dalam
me i
2 b 28
aka
. %M&%Snf LA 7 R,
r : 17,
1 2 4 6
3. | Adan 3| 28
masyar.
in g
m -—— ——
pr e ~apa - |
in ' ai ke 1
masyar Ina . T
layanan perizinan. oh ot
| 92
Sumber : O ta Pen |
& D
Skor ter A N@l umlah responden
Jadi 92/12 0 < ®
Berdasarkan h egawai mengenai Prinsip
Transparansi dalam pelaya ik stu ngurusan surat 1zin Rekomendasi

Riset Mahasiwa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau adalah sebesar 73,01% dan dalam rentang Kategori Baik.
Hasil wawancara (01/02/2019) yang dilakukan dengan Subbagian Kepegawaian

dan umum ibu Hidayati di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
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Pintu Provinsi Riau menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan berusaha
semaksimal mungkin memudahkan para mahasiswa untuk mengurus surat izin sesuai

peraturan yang telah ditentukan. Karena sudah melalui online maka informasi dn

kategori Bailk N, jumla 1 1g-diberikan responden

kepada peg
Artinya n peneliti ini Responden am memberikan nilai
penerapan ; I ‘_ )6 2 ansi  dalam pelayanaan

pengurusan surat 1zin : : asiwa adalah Baik.

Tabel: V.8 Skor Responden Mahasiswa Pada Prinsip Daya Tanggap

No Daya Tanggap Tolak Ukur Total
B C K




1. Adanya interkasi komunikasi | 11 10 9 30
yang terjalin antara
pegawai/petugas sebagai
pemberi layanan dengan para
pemohon yang mengurus
perizinan

1. Sikap pegawai -atau__petugas | 7 i 12 30
pelayanan  dalam ~ merespon
keluhan dari pengguna jasa
layanan perizinan.

3. Penggunaan keluhan dari 4,16 2] - 30
pengguna-jasa sebagai referensi
bagi perbaikan penyelengaraan
pelayanan pada masa mendatang

Jumlah 34 34 21 90

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator pertama tentang
adanya interkasi komunikasi yang terjalin antara pegawai/petugas sebagai pemberi
layanan dengan para pemohon yang mengurus perizinan ditanggapi baik sebanyak 11
orang dengan alasan karena‘interkasi yang dilakukan pihak pegawai sudah dilakukan
sangat interktif. Cukup baik ditanggapi dengan 10 orang dengan alasan pegawai lama
merespon jika ada, pertanyaan seputar pelayanan, dan Tidak Baik ditanggapi
sebanyak 9 orang dengan alasan tidak adanya jawaban/respon dari pegawai.

Indikator kedua tentang Sikap pegawai atau petugas pelayanan dalam merespon
keluhan dari pengguna jasa layanan perizinan ditanggapi baik sebanyak 7 orang
dengan alasan karena keluhan bisa langsung ditanggapi oleh pegawai pelayanan
karena teredia fitur live chat dalam web dinas. ditanggapi cukup baik sebanyak 13

orang dengan alasan masih lamanya respon yang diberikan para pegawai dalam hal
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keluhan dan hal ini juga dipertegas dengan reponden yang menanggapi Kurang baik
sebanyak 12 orang.

Indikator ketiga tentang Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai

referensi bagi perh engaraan pe

Nk ] SRS )

a mendatang ditanggapi
S erbuka dalam
1 para pegawai.
karena instansi

dirasa sudah eu na k : neuntuk mengevaluasi

Tabel: V. eS i da Prinsip Daya
Tanggap

No Total
1. 62
2. | Sikap pegawai 55

pelayanan  dalam  merespon
keluhan dari pengguna jasa
layanan perizinan.
3. | Penggunaan keluhan dari | 48 26 0 74
pengguna jasa sebagai referensi
bagi perbaikan penyelengaraan
pelayanan pada masa mendatang
Jumlah 102 68 20 191
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Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Skor tertinggi = skor tertinggi X jumlah item pertanyaan x jumlah responden
=3x3x30
=270

Jadi 191/270 x 1009

o= 70,74% (Baik)

i mengenai Prinsip
gurusan surat

dan Pelayanan

terpadu jﬂ' rentang Kategori
o
Baik. ’
Vel
“ v
’ 7
A g
[l
?
Tabel: V.10 '
7a
No Total
1. | Adanya interka : K3 2 14
yang terjalin i
pegawai/petugas
pemberi layanan dengan para
pemohon  yang  mengurus
perizinan
2. | Sikap pegawai atau petugas | 5 4 5 14
pelayanan  dalam  merespon
keluhan dari pengguna jasa
layanan perizinan.




3. | Penggunaan keluhan dari | 7 7 - 14
pengguna jasa sebagai referensi
bagi perbaikan penyelengaraan
pelayanan pada masa mendatang

Jumlah 19 16 7 42

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator pertama tentang
adanya interkasi komunikasi:yang terjalin’ antara pegawai/petugas sebagai pemberi
layanan dengan para pemohon yang mengurus perizinan ditanggapi baik sebanyak 7
orang dengan alsan karena sudah tersedianya fitur live chat yang disediakan oleh
instansi demi memudahkan dalam interkasi bersama para pengurus perizinan. Cukup
baik ditanggapi dengan 5 orang karena pegawal ataupun oknum pegawai kurang
responsif dalam melakukan pelayanan. Dan Tidak Baik ditanggapi sebanyak 2 orang
dengan alasannya para oknum pegawai asal-asalan dalam melakukan pelayanan.

Indikator kedua tentang-Sikap pegawai atau, petugas pelayanan dalam merespon
keluhan dari pengguna jasa layanan perizinan ditanggapi baik sebanyak 5 orang
dengan alasan pegawai selalu merespon dan memberi jalan keluar terhadap aduan
ataupun keluhan. Ditanggapi cukup baik sebanyak 4 orang dengan alasan karena para
pegawai memberikan layanan-sudah sesuai dengan SOP pelayanan. Dan Kurang baik
ditanggapi Tidak baik sebanyak 5 orang dengan alasan oknum pegawai tidak perduli
terhadap aduan dan terkesan hanya menjawab sekedarnya.

Indikator ketiga tentang Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai

referensi bagi perbaikan penyelengaraan pelayanan pada masa mendatang ditanggapi
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baik sebanyak 7 orang dengan alasan instansi sudah sangat terbuka terhadap Kritik
dan saran dari masyarkat. ditanggapi Cukup baik ditanggapi sebanyak 7 orang denga

alasan karena pegawai merasainstansi sudah ckup merasa menerima kritik dan saran

dari para pengur itanggapi nyak 0.
Tabel: i rinsip Daya
Tangg
No R Total
% an .
1 k 33
y jalin
p
la n pe =
y nan
2. |Si a'u'{p 4 1S 28
pe lam  me ok S
ke i p
la n.
3. | Pe ke 35
pen eha W
bagi per araan R
pela
7 96
Sumber : Ola 9
Skor tertinggi = sko i rtanyaan X jumlah responden
=3x3x14
=126

Jadi 96/126 x 100%= 76,19% (Baik)

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden pegawai mengenai Prinsip
Responsivitas (daya tanggap) dalam pelayanan Publik studi pada Pengurusan surat

Izin Rekomendasi Riset Mahasiwa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
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terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah sebesar 76,19% dan dalam rentang Kategori

Baik.

Hasil wawancara (01/02/2019) yang dilakukan dengan Subbagian Kepegawaian

c. Efektif Dan Efesien
Efektif dan efesien yakni; peneelengaraan Negara harus menghasilkan sesuali

dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya secara semaksimal
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mungkin. Efektif dan efesien dibangun atas dasar memaksimalkan sumber daya yang
digunakan dalam pelayanan publik.

Tabel: V.12 Skor Responden Mahasiswa pada Prinsip Efektif Dan Efesien

Total

30

30

30

90

berbagai media yang < : singkat waktu penyelesaian

pelayanan. Cukup baik ditanggap 6 orang dengan alasan pelayanan yang
dilakukan sudah sesuai SOP dalam pelayanan dan Tidak Baik ditanggapi sebanyak 6
orang dengan alasan pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP pelyanan

dan dinilai sangat lambat.
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Indikator kedua tentang Adanya kejelasan pembiayaan dalam pelayanan.
ditanggapi baik sebanyak 20 orang dengan alasan karena di platform dinas sudah

tertera dengan jelas mengenai pembiayaan dalam mengurus izin. Ditanggapi cukup

pelayanan yang

ang. Ketersediaan sumbe
SNEX

eba a instansi sudah
menyedia
orang dengan a Dara pegawa S 1 an tugas sesuai dengan

bidangnya A ‘;' -L‘-:_ . : anyak 8 orang para

pegawai ins

Tabel: V.1 AWa a Pada Prinsip Efektif dan
Efisien
No Total
1. 65
2. 60
dalam pelayana
3. | Ketersediaan ~ sumber : 26 8 61
manusia pelayanan yang handal.
Jumlah 84 78 24 186

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Skor tertinggi = skor tertinggi X jumlah item pertanyaan x jumlah responden
=3x3x30
=270
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Jadi 186 / 270 x 100 = 68,88% (Baik)

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden pegawai mengenai Prinsip Efektif dan

efesien dalam pelayanan Publik studi pada Pengurusan surat Izin Rekomendasi Riset

Mahasiwa di D Satu Pintu Provinsi
Riau ad ﬁ
Tabel 45|

Total

14

14

14

ﬁ‘%‘é‘f
2

42

-
o
LBk

i
-1
=
=4
o
=

=]
@D
=
—
QD
3
QD
—
D
>
—
QD
>
(=]

disediakan oleh instansi melalui berbagai media yang mendukung untuk dapat
mempersingkat waktu pelayanan. Cukup baik ditanggapi dengan 6 orang dengan
alasan para pegawai sudah melakuakn pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan. Dan

Tidak Baik ditanggapi sebanyak 1 orang dengan alasan karena pelayanan yang
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dilkaukan terkadang lambat dikarenakan server mengalami gangguan sehingga
peneyelesaian membutuhkan waktu lebih.

Indikator kedua tentang Adanya kejelasan pembiayaan dalam pelayanan.

api cukup baik

OP pelayanan

: ﬁsmimﬁy#

menyediakan pa egawa atar | ﬁ pendidikan yang

tinggi. Ditanggaf ik ditanggapi sebanyak & ng dengan alasan para

Tabel: V.15 Analisis s Ja Prinsip Efektif dan
Efisien
No olak Ukur Total
C(2) K(1)
1. | Kecepatan dan ketepatan waktu 12 1 35
dalam proses penyelengaraan
pelayanan.
2. | Adanya kejelasan pembiayaan | 21 14 0 34
dalam pelayanan.
3. | Ketersediaan ~ sumber  daya | 24 10 1 35
manusia pelayanan yang handal.
Jumlah 66 37 2 104
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Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Skor tertinggi = skor tertinggi X jumlah item pertanyaan x jumlah responden
=3x3x14
=126

Jadi 104 / 126 0.= 82,53% (Baik)

jawaban indikator yang diberikar ponden kepada pegawai paling banyak
menjawab adalah Baik sebanyak 82,53%.
Artinya bahwa dalam penelitian ini Responden dalam memberikan nilai

penerapan prinsip good governance dari aspek daya Efektif dan Efesien dalam
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pelayanaan pengurusan surat Izin rekomendasi riset dan prariset untuk mahasiwa

adalah Baik.

d. Akuntabilitas
Akuntabili

mempe

dalam m

media pe

dibangun

pelaksanaan misi

Tabel: V.1
No

1. Adan
dala n

2. | Adanya
penyeleng

nta

P

pelayanan

3. | Adanya keterca

tar

Jumlah

entuk kewajiban
isi organisasi

a, melalui suatu

ik. Akutabilitas

waban terhadap

-
iswa Pada ilitas
b — ur Total
K
a @ 10 30
da 13 30
o L]
11 8 30
29 30 31 90

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator pertama tentang

Adanya pertanggungjawaban dalam penyelengaraan pelayanan. ditanggapi baik

sebanyak 10 orang dengan alasan karena segala prose perizinan dinilai sesuai dengan



aturan yang ditetapkan. Cukup baik ditanggapi dengan 10 orang penyelengaraan
pelayanan sudah dilkukan dengan sewajanya dan Tidak Baik ditanggapi sebanyak 10
orang karena adanya beberapa pegawai instansi yang berttentangan dengan SOP.

Indikator kedua tentang Adanya pengwasan dalam penyelengaraan pelayanan
ditanggapi baik sebanyak 8 orang karena dalam instansi tersebut terdapat devisi atau
bagian audityang mengawasi. setiap ‘tingkah daku para pegawai. ditanggapi cukup
baik sebanyak 9 orang dengan alasan karena para pegawai sudah melkukan tugas dan
fungsinya sesuai dengan SOP pelayaan yang dibuat oleh instansi tersebut.dan Kurang
baik ditanggapi Tidak baik sebanyak 13 orang dengan alasan karena masih ada
pelangaran-pelangaran yang dilakukan oleh pegawai instansi.

Indikator ketiga tentang Adanya ketercapaian target dalam pelayanan ditanggapi
baik sebanyak 11 orang dengan alasan karena dengan adanya transparansi informasi
maka, mahasiswa dapat melakukan perizinanan sehingga pelayanan yang diinginkan
dapat tercapai. ditanggapi Cukup baik ditanggapi sebanyak 11 orang orang dengan
alasan karena instansi sudah menyediakan segala bentuk prosedur sehingga
diharapkan memmudahkan para mahasiswa dalam melakukan pengurusan izin. dan
ditanggapi Kurang Baik sebanyak.8 orang dengan alasan karena kurangnya sosialisasi
kepada mahasiswa tau masyarakat pengguna perizinan sehingga para pengurus tidak
mengetahui prosedur pengurusan.

Tabel: V.17 Analisis Jawaban Responden Mahasiswa Pada Prinsip
Akuntabilitas

No Akuntabilitas Tolak Ukur Total




1. | Adanya pertanggung jawaban | 30 20 10 60
dalam penyelengaraan
pelayanan.

gwasan dalam 18 55

engenai  Prinsip

Izin Rekomendasi

iy disay yejepe il udwnyo(]

‘ C A C
No ola Total

14

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

2. | Adanya pengwasan C 4 14

penyelengaraan pelayanan.
3. | Adanya ketercapaian target dalam | 3 7 4 14
pelayanan.
Jumlah 13 19 10 42

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019
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Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator pertama tentang
Adanya pertanggungjawaban dalam penyelengaraan pelayanan. ditanggapi baik

sebanyak 6 orang dengan alsan karena segala proses perizinana dinilai sudah

pelangaran. ditanggapi cukup an) . ( an-alasan karena sudah
melakukan as pelaya eng: d J g baik ditanggapi
sebanyak 2 : : asin adanya pe 2 ng dilkukan oleh

oknum-oknu

Cukup baik ditanggapi sebanyak 7 orang karena instansi sudah menyediakan segala
bentuk prosedur pelayanan sehingga diaharpakan mempermudh para pelangan dalam
melkukan pengurusan izin. dan ditanggapi Kurang Baik sebanyak 4 orang dengan

alasan karena kurang nya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak dinas.
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Tabel: V.119 Analisis Jawaban Responden Pegawai Pada Prinsip Akuntabilitas

No Akuntabilitas Tolak Ukur Total
B C K
1. | Adanya gungjawaban | 18 4 30
dalam
P
2 26
3 @c@wa Mg, 27
m il 84
Sumber : ta |
Skor terti S j r lah responden
Jadi 8 : 6% (Cukup Baik
Berdasa ana mengenai Prinsip
akuntabilitas dala t 1zin Rekomendasi
ANB
Riset Mahasi I terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau ad e da ori Cukup Baik.
Hasil wawancar a an Subbagian Kepegawaian
dan umum ibu Hidayati di odal dan Pelayanan Terpadu satu

Pintu Provinsi Riau menyatakan bahwa dinas selalu menjunjung prinsip akuntabilitas
dalam setiap pelaksanaannya sesuai dengan tupoksi sehingga kegiatan yang

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.



Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata dari jumlah
ketiga jawaban indikator yang diberikan responden kepada mahasiswa paling banyak
menjawab adalah Baik yaitu sebanyak 65,92%. Sedangkan, dari jumlah ketiga
jawaban indikator yang diberikan responden kepada pegawai paling banyak
menjawab adalah Cukup Baik yaitu sebanyak 66,66%.

Artinya bahwa dalam _penelitian ini Responden dalam memberikan nilai

penerapan prinsip good::governance dari_aspekAkuntabilitas dalam pelayanaan
pengurusan surat 1zin rekomendasi riset dan prariset untuk mahasiwa adalah Baik.

Tabel: V.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Mahasiswa Tentang Analisis
Prinisp Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

No Indikator Prinsip Good Rekapitulasi Total
Governance B @ K

1. | Transparansi 102 88 12 202

2. | Daya Tanggap 102 68 20 191

3. Efektif dan efesien 84 78 24 186

4. | Akuntabilitas 87 60 31 178
Jumlah 35 294 87 757

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019
Skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah item pertanyaan x jumlah responden
=3x12x30

=1080
Jadi 757 / 1080 x 100 = 70,09% (Baik)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat penerapan prinsip good governance dalam
penyediaan pelayanan Pengurusan Surat Rekomendasi Riset dan Prariset bagi
mahasiswa di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Riau yang disajikan dengan akurat sesuai dengan data yang diolah sebelumnya. Dari

hasil rekapitulasi, peneliti menilai bahwa tingkat penerapan prinsip good governance



dalam pelayanan perizinan pengurusan surat rekomendasi riset dan prariset bagi
mahasiwa di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Riau sudah dikategorikan Baik sesuai dengan hasil data yang diolah peneliti dari
masing-masing indikator Prinsip-Prinsip Good-Governance.

Tabel: V.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Tentang Analisis Prinisp

Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu PintucProvinsi‘Riaus

No Indikator Prinsip Good Rekapitulasi Total
Governance B © K

1. | Transparansi 45 40 f 92

2. | Daya Tanggap 57 517 7 96

3. | Efekiif dan efesien 66 Bi 2 105

4. | Akuntabilitas 85 14 10 84
Jumlah - -y 26 316

Sumber : Qlahan Data Peneliti 2019
Skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah item pertanyaan x jumlah responden
=3x12x14

=504
Jadi 316/504 x 100 = 62,69 (Cukup Baik)

Berdasarkan tabel diatas, dapat “diketahui bahwa Penerapan Prinsip Good
Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesual dengan data yang sudah diolah sebelumnya.
Dari hasil pengumpulan data dan analisis.peneliti menilai bahwa tingkat penerapan
prinsip good governance dalam penguruan surat izin rekomendasi riset/prariset Di
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
dikategorikan Cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa penerpan

prinsip good Governanance dalam pelayanan public di Dinas Penanaman Modal dan
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau studi tentang pengurusan surat
rekomendasi riset mahasiswa yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

an dan dapat diakses oleh
\“R“ .bg memadai serta
i iti ' .ﬁ a pihak dinas
bl

insi riau telah

provinsi riau sebenarnya sudah cukup baik responsive memanggapi
keluahan-keluhan masyarakat. Keadaan ini bisa dilihat di dinas terkait bahwa
tersedia layanan aduan masyarakat mengenai layanan dengan cepat dan tepat.
Jika masalah itu tidak bisa langsung diselesaikan maka akan ditampung dan

selanjutnya akan dilkukuan rapat internal yang rutin dilakukan setiap
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iy disay yejepe il udwnyo(]

bulanya.

. Efektif dan efesien

Efektif dan efesien dapat diartikan sebgai perbandingan yang terbaik antara

ayanandi dinas

Dir “, insi riau sudah
o

dakpastian waktu

engeluhkan pada

b3 LY

jalan efektif.

abkan pelaksanaan

ok fungsinya. Hasil

L LR

untabilitas di dinas
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BAB VI
PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan.di Dinas Penanaman Terpadu

surat rekomendasi Riset/pra ahasiwa di dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu provinsi riau mengenai pertanggung jawaban atas
waktu dan biaya dalam pelayanan publik telah berjalan dengan baik,

B. Saran

1. Dari indikator Transparansi diperlukan tambahan nomer telpon yang



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
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Aktif, karena Nomer Telepon yang dicantumkan Diwebsite tidak bisa

dihubungi.

. Dari Indikator Daya Tanggap, Lebih ditingkatkan lagi dalam server




DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Abdullah. 2016. UUD 1945 dan Amandemen. Jakarta : Pustaka Sandro jaya

~
0
-
=
ﬁ raha limu.
:. =,=~| ’ a :Bumi Aksara
& =
8 5
= 2
- = a University Press
= e
o g as Publik Melalui
< o . )
n = Jogjakarta: Andi
- R

=
e Reformasi. Jakarta :
-
B2
;‘l = toran efektif, Efesien,
— .
5 =

L Ratminto dan Atik S. ] Pelayanan. Yogjakarta : Pustaka
E Pelajar.
E Sedarmayanti. 2012. Good Governa ‘Kepemerintahan Yang Baik. Bagian Kedua

Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju
Siagian, Sondang. P. 2006. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Pt Refika Aditama

Sinambela. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara



Sofian, Efendi. 2005. Membangun Budaya Untuk Good Governance ;Lokakarya
Reformasi Birokrasi. Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara

Sufian. Administrasi. 1995. Administrasi, Organisasi, dan Manajemen. pekanbaru :
UIR Press

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan'Dan Pendektan Kualitatif Dan R&D.
Bandung : Alfa Beta

Syafiie, Kencana Inu. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
(SANKRI). Bandar Maju: Bandung

Tangkilisan, Heseel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widyasarana

Tim Penyusun. 2013. Buku Pedoman Penulisan. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol
UIR;

Waldo, Dwight.1986. Pengantar Studi Public Administration. Jakarta : Aksara Baru

Yussa, Tarmizi dan Hendry Andry. 2015. Perilaku dan Etika Administrasi Publik.
Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. Pengantar Manajemen.Pekanbaru: Marpoyan Tujuh:

Journal:
Ayu Amrina Rosyada.2016.Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam
Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu
Di Kota Samarinda.eJournal llmu Pemerintahan.\VVolume 4Nomor 1.ISSN
24772631.Fisip-Unmul

Alwi Hasyim Batubara.2016. Konsep Good. Governance dalam Konsep Otonomi
Daerah. Jurnal Analisis dan Kebijakan. VVolume 3 Nomer 1

Arif cahyadi. 2016. Penerpan Good Governance dalam Pelayanan Publik ( Studi
Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis good
Governance Dikecamatan Sukolilo Surabaya). Jurnal penelitaian Administrasi
Publik. Volume 2 No.2 Hal 479-494

Dwi Andayani Budisetyowati. 2012. Prinsip-Prinsip Good Governance dalam
Pelayanan publik. Fakultas Hukum Tarumanegara.



un ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

Arpi R. Rondonuwo. Implementasi Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan
Publik Bidang Pendidikan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten
Minahasa Selatan.

Noor Khalifah. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di kantor
ngai Pinang Kota Samarinda urnal Administrasi Negara.

Muhamad £ A. a0 . Sip S ood Governance
> rnal.VVol 28 No 2

B

Undang-Und
Pelayana

2009 tentang

Undang-Undang

Daerah. '
Perpres Nomor 97 tahun 2 entang Penye Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. -

Permendagri No.24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan PNS

Website:
Website DPMPTSP Provinsi Riau.



